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PENYELESATAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF

I Komang Adi Jaya Kusuma, Fakhlur, S.Sos., M.H
Sckolah Tinggi [Imu Hukum IBLAM
JI. Kramat Raya No.25, Sencn, Jakarta Pusat

Abstract

Settlement of juvenile criminal cases as stated above, can be resolved in the
perspective of child protection, but on the other hand the process of enforcing
criminal law must not injure the sense of justice. This study uses a type of normative
iegal research with a Conceptual Approach and Case Approach. The data used are
secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials obtained
through literature studies or document studies. The results of this study indicate
that legal proceedings against children who are in conflict with the law based on
the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of
criminal acts based on restorative justice can cwrrently only be carried out for
minor crimes as long as they comply with the requirements and procedures
regulated in the regulation. the settlement of this crime does not yet have legal
legitimacy, does not guarantee that there will be no legal problems when there is
dissatisfaction between parties (perpetrator, victim, perpetrator/victim's family and
local community) after restorative justice, so it is still possible for this case to
proceed with the legal process. Anticipate the implementation of the Chief of Police
Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of criminal acts based on
restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Police Chief Regulations, Children Against the
Law
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A. PENDAHULUAN

Kentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur
dalam Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Pembedaan perlakuan terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya.
Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman
terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta
memberi kesempatan kepada anak  agar sctclah mclalui pembinaan akan
memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mendiri, bertanggungjawab
dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. (Sutedjo, 2006,
p.29)

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan
pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil
menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses
tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional
dalam melakukan tindak kejahatan. (Zoni, 2009, p.1)

Aksi teroris telah menjadi fenomena dunia secara luas yang memiliki mata
rantai internasional, baik secara organisatoris maupun dalam tingkatan kelompok
kecil di suatu negara apapun tujuannya. Pada dasarnya Terorisme merupakan suatu
gcjala kckerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri.
Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam sejarahnya ditengarai
telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan.
Dalam konteks ini, tcrorisme secara klasik diartikan scbagai kekerasan atau
ancaman kckerasan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok untuk
menciptakan rasa takut dalam masyarakat. (Kaligis, 2003, p.3)

Penyelesaian perkara-perkara pidana anak sebagai mana yang telah
dikemukakan di atas, dapat disclesaikan dalam perspektif perlindungan terhadap
anak, namun di sisi lain proses penegakan hukum pidana tidak boleh mencederai
rasa keadilan. Falsafah yang paling nyata dari Undang-Undang Nomor {1 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Dalam upaya penyelesaian perkara
penanganan anak bermasalah dengan hukum sccara terkordinasi olch aparat

pencgak hukum dan semua pihak terkait.Sccara lebih rinci, Undang-undang
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fersebut telah mengatur tugas dan kewenangan masing-masing instansi dalam
hubungannya dengan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum ( ABH)

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 dalam
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947 tentang Penanganan
tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan penyidik Polri mampu
memediasi antara pelaku tindak pidana dengan korban, melibatkan keluarga pelaku,
keluarga korban dan masyarakat sctempat serta Penyidik scbagai mediator,
pemulihan kerugian korban dan pengembalian pada keadaan semula, lebih dari itu
melalui penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif, stigma negatif atau
labelling “drang salah™ dihapuskan, tidak diadili di muka umum dan diberi
kesempatan bertaubat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan melalui
tahap penyelidikan dan penyidikan yang kemudian setelah ada kesepakatan
dilanjutkan dengan penghentian perkara, akan tetapi harus melalui mekanisme yang
harus ditempuh lebih dahulu yaitu gelar perkara khusus sebagai dasar diterima atau
tidaknya permohonan keadilan restoratif

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan anak
berdasarkan prinsip keadilan restoratif ? dan 2) Bagaimana penyelesaian perkara

anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian
yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder.(Soekanto dan Mamudji, 2014,p.13) Penelitian yuridis
normatif adalah penelitian hukum dokiriner yang juga disebut sebagai penelitian
perpustakaan atau studi dokumen. Discbut penelitian hukum doktriner, karena
penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis
atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi
dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat

sckunder yang ada di perpustakaan.(Waluyo, 2008,p.13) Dalam penelitian hukum
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normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan
dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penclitian hukum normatif
mengkaj hukum yang dikonsepsikan schagai norma atau kaidah yang berlaku di
dalam masyarakat.(Sockanto, 2010,p.67) Teknik analisis data dalam penelitian
skripst it adalah deskriptif knalitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata,
gambar dan bukan angka.(Damin, 2002,p.51) Menurut Lexy J. Moleong (2000)
penchitian kualitatif adalah prosedur penclitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk
membangun  argumentasi  hukum  ketika menyclesaikan isu  hukum  yang

dihadapi.(Muhammad, 2004,p.52)

C. HASIL DAN PEMBAIIASAN
1. Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berdasarkan
Prinsip Keadilan Restoratif

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih ditemukan
pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang belum
mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini disebabkan
antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga
pemahaman dan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan
hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang
berbeda dan terbatasnya sarana prasarana penanganan anak yang
berkonflik dengan hukum.

Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana,
maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi
dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju
proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi
tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim,
dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum

berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan
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formal. Pencrapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi
dampak  negatif  keterlibatan — anak  dalam  suatu  proses
peradilan.(Djamil, 2013, p.43)

Dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan scbuah sistem yang
mencoba memberikan keadilan, Inti dari Sistem Peradilan Pidana adalah
proses dalam mencari keadilan. Pengertian keadilan (Justice) dibedakan
namun tidak dapat dipisahkan. Ada dua katcgori keadilan yaitu keadilan
substantif dan keadilan prosedural, dimana keduanya sering tidak sejalan.
Scbagai contoh pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi,
sccara prosedural adil namun secara substantif menurut scbagian orang
tidak adil. (Pandjaitan dan Widiarty, 2008, p.23) Menanggulangi berarti disini
usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas
toleransi masyarakat. (Reksodiputro, 2008, p.56)

Menurut Muladi (2002) sistem peradilan pidana merupakan suatu
jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai
sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil
maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan
substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya
yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian
hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan

Menurut Romli Atmasasmita (1996) ciiminal Juctice process dan
criminal justice system. Pengertian criminal Juctice process adalah sctiap
tahap dari suatu putusan yang menghadapkan scorang tersangka ke dalam
proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya, sedangkan
pengertian criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan
dari setiap instansi yang terlibat dalam proses pidana.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan
anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut :

a. Dalam Proses Penyidikan
Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan

dalamopcerasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut
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dalamoperasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut
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dalam rangka tercapainya tujuan dari Pencgakan Hukum Pidana,
karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka
suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan
tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum
pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di
pengadilan  serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan
perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara
otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan
pidana yaitu tahapan penuntutan,pemeriksaan di muka pengadilan
dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.
Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk
mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya, sedangkan “bukti”, dalam ketentuan tersebut di atas
adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti.
Masalah kewenangan dan ketentuan mengenai Penyidikan” diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi
dasar hukum pidana formil di Indonesia. (Hlamzah, 2006, p.118)

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Sctiap Anak dalam proses
peradilan pidana berhak:

1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya;

2) Dipisahkan dari orang dewasa;

3) Memperolch bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

4) Melakukan kegiatan rekreasional;

5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
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kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya;
6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8) Memperolch keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk urmum;
9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
10) Memperolch pendampingan orang tua/Wali dan orang yang
dipercaya olch Anak;
1) Memperoleh advokasi sosial;
12) Memperoleh kehidupan pribadi;
13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14) Memperoleh pendidikan;
15) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Dalam Proses Penahanan
Dalam proses penahanan perkara pidana dijelaskan dalam
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :
(1) Pcnangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan
penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang
pelayanan khusus Anak.
(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah
yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara
manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan

umurnya.
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(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan
pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengatur banyak hal kekhususan, selain itu
juga melibatkan beberapa lembaga/institusi diluar Pengadilan,
seperti pembimbing pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman,
pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari
organisasi  kemasyarakatan.  Adanya  ketentuan  prosedur,
mekanisme, dan lembaga-lembaga yang mana baru itu memerlukan
antisipasi dini bagi aparat terkait. (Djamil, 2013, p.61)

Sejak awal proses hukum si anak akan ditempatkan dalam
penjara dan juga sampai akhirnya IMakim DPengadilan Negeri
memberikan putusan atas perkara tersebut. Hampir dipastikan
bahwa putusan Hakim akan memberikan putusan berupa pidana
penjara dalam waktu tertentu, hal ini tentu akan membuat hak-hak si
anak tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang,
hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya dan dengan
hilangnya kemerdekaan si anak akan mempengaruhi tumbuh
kembang si anak, belum lagi stigma yang melekat pada si anak
setelah proses persidangan. (Pramukti & Fuady, 2015, p.47)

2. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada
Tingkat Penyidikan
Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan
mclalui sistem peradilan pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari
setidaknya 4 (cmpat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Berfungsi tidaknya suatu Lembaga pelaksana peradilan pidana

pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi Lembaga lain. Dalam posisi

Pipindai dengan CamScanner



inilah Sistem Peradilan Pidana yang dicanangkan dalam KUHAP tersebut
menjadi sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal
Justice system). (Marlina, 2014, p.77)

Penyelesaian tindak pidana ringan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tidak tercantum pengajuan surat
permohonan secara tertulis kepada Kapolri dan Kapolda. Pasal 13 ayat (1)
hanya mcncantumkan pengajuan surat permohonan secara tertulis kepada
Kapolres dan Kapolsek. Surat Permohonan Dilakukan Keadilan Restoratif
dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang
terkait ditujukan kepada pimpinan Polri wilayah hukum terjadinya tindak
pidana, namun dalam Peraturan Kapolri ini belum ada format surat
permohonan tersebut sebagaimana Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2021 Surat permohonan dilakukan keadilan restoratif
yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan
perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban

Penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan antara lain
penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak dan
dituangkan dalam berita acara, pengajuan permohonan persetujuan untuk
dilaksanakan gelar perkara khusus, dan scterusnya. Dalma hal penghentian
penyidikan diatur dalam Pasal 16 ayat (3) tentang format Surat Perintah
Penghentian Penyclidikan dan format Surat Ketetapan Penghentian
Penyelidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021
Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus diajukan
kepada Kabareskrim Polri, Direskrimum, Direskrimsus, Dirrcs Narkoba
Polda Mectro Jaya, Kapolres atau Kapolsck pada tingkat Kepolisian Resor
atau Sektor. Dalam rangka penjadwalan gelar perkara khusus, di Polda
Metro Jaya perlu diajukan Nota Dinas kepada Kepala Bagian Pengawasan
Penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan agenda penghentian

penyelidikan perkara dan dilampiri Surat Perintah gelar perkara khusus.
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Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri penyidik, pengawas penyidik,
fungsi pengawas internal dan fungsi hukum, pelapor/keluarga pelapor,
terlapor/keluarga terlapor dan/perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat/pemangku kepentingan.

Pentingnya penanganan tindak pidana terhadap pelaku anak melalui
sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES)
karena dorongan dari kondisi sckarang yang mana anak sangat mungkin
menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan sehingga kejahatan tersebut
oleh pemerintah dinyatakan sebagai extra ordinary crime dan secara
tersirat memberikan pesan perlu adanya penanganan yang ckstra juga
terhadap kejahatan tersebut. (Praja, 2014, p.89) Roof Enforcement System
(ORES)/Sistem Pencgakan Hukum Satu Atap adalah menempatkan
pengawas, penyidik, dan penuntut di bawah satu atap.

Konscp baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
pembunuhan sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan PERMA Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua
belas) Tahun yang mengedepankan keadilan restoratit memperhatikan dan
merupakan perwujudan beberapa prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif,
yaitu : (Wahid, 2016, p.43)

a. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi
scmua pihak yangterkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu
korban, pelaku, dan masyarakat.

b. Berkaitan dengan cita-cita pemulihan di atas, keadilan restoratif
fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan
masyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan,

c. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab
yang muncul oleh karena tindak kejahatan.

Berdasarkan paparan terscbut di atas, terdapat beberapa persyaratan

yang harus diperhatikan schingga penyidik unit PPA dapat menerapkan
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konsep baru penyidikan melalui sistem penegakan hukum satu
atap/oneroof enforcement system (ORES) sebagaimana dijelaskan diatas,
yaitu: (Praja, 2014, p.90)

a. Aturan yang mengatur tentang penyidikan di kepolisian yaitu
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014
tentang Standar Opcrasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana
dirubah dan disesuaikandengan tata cara penyidikan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pelaksanaan setiap tahapan dalam proses penyidikan diatur secara
jelas dan mengikuti waktu yang telah diatur dalam undang-undang
sistem peradilan pidana seperti, waktu pelaksanaan sampai hasil
penclitian yang dilakukan oleh petugas BAPAS atas permintaan
penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari dan penetapan hasil
musyawarah atan kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh
pengadilan atas permintaan penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga)
hari.

c. Dibuat dan disepakatinya kesepakatan bersama atau Memorandum
of Understanding (MOU) antara aparat penegak hukum dalam
sisitem peradilan pidana anak yang memuat tentang langkah-
langkah dan tata cara pelaksanaan pcnanganan perkara anak sebagai
pelaku tindak pidana secara terpadu dan sinergis berdasarkan tugas,
tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing aparat penegak
hukum tersebut
Berdasarkan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa konsep baru

penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Pcradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang
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memiliki potensi untuk dapat diterapkan sehingga kedepan untuk
penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menerapkan
dan hasilnya sesuai dengan pendckatan keadilan restoratif. (Wahyudi,
2011, p.35)

Hal ini pula sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 ayat (1)
butir i menjelaskan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

¢. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

g. Memanggil orang untuk di dengar atau diperiksa scbagai tersangka
atau saksi

h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara

i. Mengadakan penghentian penyidikan

J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dari tugas dan wewenang inilah maka polisi memiliki kewenangan
untuk membuat kebijakan dalam menghentikan proses penyidikan hal ini
pula sebagai mana dijelaskan bahwa dalam hal penyidik menghentikan
penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka
penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya. Kewenangan penghentian penyidikan ini dapat dilakukan

oleh pihak kepolisian guna tidak mencederai hukum pidana scbagai obat
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terakhir dari pada hukum, hal ini menunjukan bahwa hukum positif dan
hukum yang bertumbuh di dalam masyarakat dapat berdampingan.

Penyimpangannya kerap kali terjadi pada pelaporan kepada penuntut
umum seperti yang dijelaskan dalam bahan ajar Hukum Acara Pidana
Untuk Akademi Kepolisian “Dalam praktek penerapan Pasal [09 ayat (2)
KUHAP jarang sekali dilaksanakan oleh penyidik yaitu pemberitahuan
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, karenanya banyak
kasus yang tidak berlanjut tanpa diketahui secara jelas (dark numbers).
(Soerodibroto, 2007, p.406) Terhadap anak yang telah ditangkap polisi,
polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke Jaksa penuntut.
Kemudian apabila kasus anak sudah sampai dipengadilan, maka hakim
dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan
diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak
sudah sampai berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat
membuat kebijakan diversi terhadap anak schingga anak dapat
dilimpahkan kelembaga sosial atau sansi alternatif yang berguna bagi
perkembangan dan masa depan anak. (Marlina, 2012, p.162)

Penjclasan konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan
pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Peclaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang Belim
Berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengedepankan keadilan restoratif,
selanjutnya potensi penerapan konsep baru penyidikan terhadap anak
scbagai pelaku tersebut.

Pelaksanaan penyidikan berbasis keadilan restoratif telah diatur
dalam undang-undang terscbut dalam pasal-pasalnya, namun melihat
kondisi penanganan perkara anak yang melakukan suatu tindak pidana
mengisyaratkan bahwa proses penyidikan berbasis keadilan restoratif
terscbut tidak dilaksanakan sccara maksimal schingga mencrima putusan

hukuman penjara di penjara anak. Dalam hal pencrapan keadilan restoratif
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dalam perkara pembunuhan perlu pula adanya kepastian hukum yang di
mana perlunya adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari
lembaga yang benar-benar mewakili Tuhan bukan menjadi corong dari apa
yang menjadi keinginan negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak membahas mengenai keseluruhan proses penyelesaian
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, malai tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pengertian
diversi dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal I ayat 7 serta
Tujuan dibuatnya konsep diversi ini terdapat dalam Pasal 6 yang
menyebutkan bahwa Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara
korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan,
menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong
masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab
kepada Anak

D. PENUTUP
1. Kesimpulan

a. Penanganan tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan prinsip
keadilan restoratif hanya dapat dilakukan penyelesaian terhadap tindak
pidana ringan sepanjang memenuhi persyaratan dan tata cara yang
tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun
penyelesaian tindak pidana ini belum menjamin tidak akan terjadi
masalah hukum manakala terjadi ketidakpuasan antar pihak (pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat setempat), schingga
masih dapat dimungkinkan kasus ini dilanjutkan proses hukumnya.

b. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada
tingkat penyidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012, Peraturan Kapolri Nomor 8§ Tahun 2021 dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dimana dalam peraturan

tersebut wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam
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setiap penctapan diversi. Perlindungan tersebut diantaranya para pihak

pemberi bantuan hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik

bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
2, Saran

a. Agar penanganan tindak pidana, menggunakan pendekatan keadilan
restoratif mendatang dapat lebih memenubhi rasa keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hokum, maka Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021
dan mekanisme standar operasional prosedur tentang penanganan
tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif harus di revisi agar
memberikan legitimasi kepada Penyidik Polri agar tindakan yang
dilakukan dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan
restorative tidak dianggap menyimpang dari hukum acara pidana.

b. penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di
Indonesia perhu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan mengutamakan Diversi  yaitu  pengalihan
penyelesaian perkara Anak dari prosecs peradilan pidana ke proses di
luar peradilan pidana sebagai bagian dari sistem Peradilan Pidana Anak
wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu
penyclesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelakwkorban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
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